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KATA PENGANTAR

Rencana strategis merupa dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
yang merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program,
kegiatan, indikator kinerja utama dan pendanaan indikatif.Penyusunannya berpedoman pada
Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar guna mendukung
pencapaian visi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021

Rencana strategis merupakan penjabaran lebih Ilanjut visi, misi pembangunan
Pemerintah Kota Denpasar .Visi ini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
sebagai lembaga pelayanan publik. Selanjutnya dijabarkan tiap tahun menjadi Rencana Kerja
(Renja) yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan
penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha.
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BAB I
PENDAHULUAN

l.1.Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara
dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai
dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur
pemerintah khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan
masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses
penanaman modal, perijinan dan non perijinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di
dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering
bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan penanaman
modal, perijinan dan non perijinan . Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa
dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan
menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah
ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya,
sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini
menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

Merespon permasalahan dan fenomena tersebut, pemerintah Kota Denpasar
menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.

Harapan Pemerintah Kota Denpasar membentuk Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah dalam rangka terwujudnya lembaga
yang “ One Stop Service (OSS) “, dimana OSS tersebut paling tidak berbagai jenis layanan
penanaman modal, perijinan dan non perijinan dapat diurus di 1 (satu) pintu, transparan
dalam hal mekanisme, persyaratan, biaya, waktu dan memungkinkan pengurusan perijinan
secara paralel dan hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun
2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Sebagai sebuah OPD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar sebagaimana halnya OPD lainnya di Kota Denpasar, wajib menyusun
rencana strategis seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana strategis pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyiasati
keterbatasan sumberdaya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan
akhir yang hendak dicapai.



l1.2.Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar 2016-2021 adalah :

a.

LR o P

—h

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pen-
gendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan dae-
rah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan
jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencanapembangunan jangka panjang
daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah
daerah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Denpasar

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota

Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah

1.3.Maksud dan Tujuan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah sebagai
pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan untuk mendukung tercapainya visi
pembangunan Pemerintah Kota Denpasar pada umumnya serta terkait pelayanan penanaman
modal, perijinan dan non perijinan khususnya.Adapun tujuannya adalah sebagai “guide line”
dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar yang akan diimplementasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan
penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat dan dunia usaha



l.4.Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar, maka disusun sistematika penulisan
sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada Bab | ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

|.4 Sistematika Penulisan

Bab Il. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab Il ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
Il.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
[I.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
I1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bab Illl. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
Pada Bab Il ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
llI.1. lIdentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
[ll.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
[11.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah
lll.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup
Strategis
[1I.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab IV. Tujuan dan Sasaran
Pada Bab |V ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan
Pada Bab V ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
V.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada Bab V | ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Pada Bab VIl ini diuraikan hal-hal sebagai berikut :
VII.1. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIll. Penutup



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota
Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota

Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan

kepada masyarakat / stake holdernya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :

I. Sekretariat
Bersama
Pelayanan
Terpadu
(SEKBERYANDU)

Pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan sebagai upaya untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat
merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Disisi lain masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang
dilayani menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, hal ini terlihat dari keluhan keluhan yang
disampaikan terkait dengan pelayanan perijinan antara lain :

- Pelayanan yang berbelit-belit

- Tidak transparan

+ Biaya tinggi

Walikota Denpasar melalui Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat Il Denpasar Nomor 524 Tahun 1998
Membentuk Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu) untuk memberikan pelayanan secara
terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Pembentukan sekberyandu
masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain masih terdapat loket pelayanan perijinan/non perijinan di
SKPD terkait, persyaratan dan mekanisme yang masih berbelit-belit dan panjang, waktu yang lama serta biaya

yang tinggi.



Il. Unit :
Pelayanan pr—

Terpadu (UPT)

Ket : Foto UPT

e — e — —— —

Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha, pada tahun 2006
Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan revitalisasi pelayanan
terpadu yang menangani perijinan dengan membentuk Unit Pelayanan
Terpadu (UPT) sebagai upaya meningkatkan fungsi pelayanan perijinan
yang sebelunya dilakukan melalui Sekberyandu. UPT dibentuk berdasar-
kan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 tahun 2006 tentang susunan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.

UPT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh
beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah ( OPD ) di lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar sesuai kewenangannya dan dioperasikan
secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari
2006.

Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederhanaan pela-
yanan perijinan yang merupakan hasil kajian terhadap upaya de-
birokratisasi dan deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang
mencakup 11 (sebelas) bidang perijinan yang tertuang dalam Peraturan
Walikota Nomor 16 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan
Pelayanan Perijinan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi
penyederhanaan menyasar 3 (tiga) aspek yaitu; menyederhanakan per-
syaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan mera-
sionalisasikan biaya.



[Il.Dinas Perijinan
Kota Denpasar

Ket : Foto Dinas Perijinan

Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan
di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan perijinan oleh UPT ser-
ta mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif ter-
hadap pelayanan perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar
lembaga UPT ditingkatkan status menjadi Lembaga yang Difinitif dan
Otonom dalam rangka pelayanan perijinan maka periu dibentuk Dinas
Perijinan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Dae-
rah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organ-
isasi Dinas Perijinan Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kota Denpasar. Dinas Perijinan dibentuk sebagai upaya
untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas
KKN (Good Governance dan Clean Government) sebagai implementasi
dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak lanjut dari MOU
(Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kota Denpasar
dengan BPK, KPK, MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pe-
layanan publik.
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IV. Badan PPTSP dan
Penanaman Modal

Ket : Foto Badan PPTSP & PM

Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di
lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait
Pelayanan Perijinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan Di-
nas menjadi badan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar no-
mor 14 tahun 2012.

Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelem-
bagaan pada pptsp yang semula berbentuk dinas menjadi badan. Perubahan kelem-
bagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perijinan di
kota Denpasar. Disamping hal tersebut diatas penguatan kelembagaan ini juga merupa-
kan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden

11



V. Dinas Penanaman Modal dan PTSP

e - ' 3 - S

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan
di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait
Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti
kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Denpasar

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok
melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, periji-
nan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pela-
yanan Terpadu Satu Pintu

b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki

d. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku

e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.

f.  Melasanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

12



MAL PELAYANAN
PUBLIK KOTA
DENPASAR

AYANAN PUBLIK

Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi
sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan
pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. MPP juga
merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi
pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan
mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan
selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemerintah Kota Denpasar akhirnya mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP)
yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP). pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan tindak lanjut dari
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik
secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat,
mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.

MAL PELAYANAN PUBLIK

GEDUNG SEWAKA DHARMA - KOTA DENPASAR
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PERIVIENPAN RB

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2017 Tentang Penvelenggaraan NMal
Pelayvyanan Publik.

. Keputusan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan
Lokasi Penyelenggaraan NMal Pelayanan
Publik

. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang
Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma

. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/160/HK/2018
Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pela-
yanan Publik Sewaka Dharma

. MOU antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Instansi
Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung pada Mal
Pelayanan Publik

. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar
dengan Penyelenggara layanan yang tergabung di MPP

14



Kementerian / Lembaga

1.
2.

3.
4.

o O T k=

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali
Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak
Asasi Manusia

Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar
Kepolisian Resort Kota Denpasar

Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar
Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bali

PT. Bank Pembangunan Daerah Bali

Bank Rakyat Indonesia, Cabang Denpasar

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar

PT. PLN (Persero) Distribusi Bali
PT. TASPEN (Persero)

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Denpasar

Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Denpasar

Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Denpasar

15



INSTANSI JUMLAH PETUGAS

6
2

BPD, PLN, PDAM, BPN, Perpa-

jakan, BPJS Kesehatan, BPJS Masing — masing
Tenaga Kerja, Imigrasi, Taspen, 2 Orang
BNN

Masyarakat Yang Terlayani Dalam
MPP

Jumlah masyarakat vyang terlayani pada Mal
Pelayanan Publik (MPP) Sewaka Dharma Berjumlah
Sekitar 600 Orang /hari

Fasilitas MPP

1. Meja Informasi 6. Mesin Antrean

2. RuangPelayanan 7. Ruang Laktasi

3. Perpustakaanmini 8. RuangBermain Anak
4. Free Wifi 9. Ruang Tunggu

5. ATM 10. Fasilitas Disabilitas

16
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Il.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu LN
Pintu Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota 4DALA\—\Y‘?’
Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Denpasar terdiri dari :

1.  Kepala Dinas

2.  Sekretariat
a. Sub Bagian Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub bagian Umum

3. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal
b.  Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
c. Seksi Promosi Penanaman Modal

4. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
a. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
b. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
c. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A

a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/l
b.  Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/l
c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/lll

6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B
a.  Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/I

b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/II
c. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/III

7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C
a. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/I
b. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/II

c.  Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/IlI

8.  Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Denpasar sebagai berikut :
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Tugas Pokok , Fungsi dan Rincian Tugas

Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
Mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

menetapkan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sa-
tu Pintu serta Mal Pelayanan Publik berdasarkan Rencana Strategis Dinas se-
bagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan
program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai
sesuai rencana;

membina bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik dengan cara mengadakan rapat/
pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Mod-
al dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan
tugas, tanggung jawab, permasalahan, dan hambatan serta Peraturan Perundang
-undangan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

merumuskan kebijakan teknis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Mal Pelayanan Publik serta menyelenggarakan administrasi pemerintahan
berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagai pedoman melaksanaan tugas;
melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan
pemerintah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ser-
ta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk
menjamin kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;

melakukan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sehingga sesuai dengan mekanisme,
prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Mod-
al dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik dengan cara
membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan se-
bagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Mal Pelayanan Publik sesuai dengan
kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

21




B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sekretariat terdiri dari :

. Sub Bagian Program;
. Sub Bagian Keuangan; dan
. Sub Bagian Umum.

Sekretariat DPMPTSP mempunyai tugas Sebagai berikut:

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana
program Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mal
Pelayanan Publik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tu-
gas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas
yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di ling-
kungan Sekretariat sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang
berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berka-
la sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku
untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan
tugas — tugas bidang serta memberikan pelayanan administratif sesuai
dengan program kerja yang telah ditetapkan dan Peraturan Perundang-
undangan agar terjalin sinkronisasi perencanaan Pemerintah Kota dengan
perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
serta Mal Pelayanan Publik;

f. melaksanakan pengelolaan urusan Umum dan Kepegawaian sesuai dengan
Peraturan Perundang- undangan untuk mewujudkan sistem pengelolaan ad-
ministrasi dan kepegawaian yang baik;

g. melaksanakan pengelolaan urusan Perencanaan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan
yang baik;

h. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;

i. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan
antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang
telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Sekretariat; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan mau-
pun tertulis.
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C. BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN
MODAL

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. —~ menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal berdasarkan rencana pro-
gram Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petun-
juk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Bidang
Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sesuai
dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberi-
kan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
sesuai Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak ter-
jadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal secara berkala sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk men-
capai target kinerja yang diharapkan;

e.  melaksanakan pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum,
rencana strategis/rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah ber-
dasarkan sektor usaha maupun wilayah sebagai pedoman pengembangan iklim
investasi;

f. melaksanakan pengkajian, penyusunan pengembangan iklim penanaman modal
mencakup deregulasi dan pengembangan usaha lingkup daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan iklim investasi
yang kondusif;

g. melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan promosi penanaman
modal sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam
rangka meningkatkan daya saing investasi;

h.  mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan
Promosi Penanaman Modal dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan
kegiatan dan rencana yang akan datang;

1. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim
dan Promosi Penanaman Modal sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan
secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengolahan Data Informasi; dan

J- melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun
tertulis.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;

. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
. Seksi Promosi Penanaman Modal.
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D. BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN INFORMASI

2 LR 3
PENANAMAN MODAL (7; BTN, &
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman 4/1//45AL§;\ \'@&\V

Modal mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal berdasarkan rencana program Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pe-
doman pelaksanaan tugas;

b.  Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas
pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan
efektif dan efisien;

c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal sesuai per-
aturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal secara berkala sesuai dengan pera-
turan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan
wilayah serta pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai
dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

i Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal
untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan;

g. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi
penanaman modal untuk menjamin kehandalan sistem guna memenuhi  kebutuhan
masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah;

h.  Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Informasi Penanaman Modal dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan
tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;

i. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
dan Informasi Penanaman Modal sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara
berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan
Informasi Penanaman Modal; dan

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal terdiri
dari :

. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal ;
. Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
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BIDANG —BIDANG PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN A
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A berdasarkan rencana program Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

C. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A sesuai peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan A secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan (penerbitan, pe-
nolakan, pembatalan dan pencabutan ijin) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan sektor Pekerjaan
Umum, Perumahan & Permukiman, Perhubungan dan Kominfo.

I Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait dalam rangka kelancaran
penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sektor Pekerjaan Umum,
Perumahan & Permukiman, Perhubungan dan Kominfo;

g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perijinan Pemerintahan dan Pembangunan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas -tugas yang telah dil-
aksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

h. Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan A sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabili-
tas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A terdiri dari:
. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/ ;
. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/II; dan

. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan A/III
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BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN B
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B mempunyai tugas :

a.

Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B berdasarkan rencana program Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab
yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B sesuai peraturan dan prosedur
yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan dan Non Perijinan B secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang
berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Melaksanakan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan (penerbitan, penolakan, pem-
batalan dan pencabutan ijin) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan sektor Perindustrian &
Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Peternakan dan Tenaga Kerja;

Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait dalam rangka kelancaran
penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sektor Perindustrian &
Perdagangan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Peternakan dan Tenaga Kerja;

Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan B dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang
telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non
Perijinan B sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabili-
tas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B terdiri dari:

Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/I ;
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/II ; dan
Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan B/III
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BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN DAN NON PERIJINAN C

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C mempunyai
tugas :

a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pe-
layanan Perizinan dan Non Perizinan C berdasarkan rencana program Dinas Pena-
nanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan
efisien;

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C sesuai Peraturan Perun-
dang-undangan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;

d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pela-
yanan Perizinan dan Non Perizinan C secara berkala sesuai dengan Peraturan Perun-
dang-undangan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang di-
harapkan;

e. melaksanakan penyelenggaraan perijinan dan non perijinan (penerbitan, penolakan,
pembatalan dan pencabutan ijin) yang proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai tahap terbitnya dokumen perijinan dan non perijinan sektor Pa-
riwisata, Kesehatan, Pendidikan & Olah Raga, dan Perikanan sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;

f. melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis dan instansi terkait dalam rangka ke-
lancaran penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sektor Pariwisata,
Kesehatan, Pendidikan & Olah Raga, dan Perikanan sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan C dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas
tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang
akan datang;

h. membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan C sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala se-
bagai akuntabilitas Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun ter-
tulis.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C terdiri dari:
. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/I;

. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/II; dan

. Seksi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan C/III
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BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas :

a.  Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan berdasarkan rencana program Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tu-
gas;

b.  Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan
dan Pelaporan Layanan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan
agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

C. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pen-
gaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku un-
tuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.  Memberikan layanan informasi, sosialisasi, penyuluhan pelayanan perijinan dan non periji-
nan serta memfasilitasi dan mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan perijinan
dan non perijinan;

f] Melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pengukuran kepuasan masyarakat dan
mutu layanan perijinan dan non perijinan dalam rangka pelayanan perijinan dan pena-
naman modal;

g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan
pelayanan perijinan dan non perijinan sera memberikan pendampingan advokasi;

h.  Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas -tugas yang telah dil-
aksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

i Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan

j Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu melalui Sekretaris.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari :
o Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
o Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan

o Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
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11.2.Sumber Daya Perangkat Daerah

. SDM

Jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar sebanyak 208 orang. Terdiri dari PNS
sebanyak 78 orang, dan Tenaga Kontrak 130 orang . Adapun Golongan PNS, dapat
dilihat dari tabel 2.1 berikut:

Golongan Vb IVa 11d Ilc IIb Illa 1d T TOTAL
Jumlah 1 9 14 25 11 4 6 8 78
(orang)

?g;;;i“er (Ss“lr)ja““ Diploma SLTA SLTP TOTAL
9 43 1 25 0 78

Tenaga Kontrak sebanyak 64 orang dengan rincian sebagai berikut :

1.  Tenaga programer 1 orang

2. Administrasi 66 orang

3. PPID 1 orang

4.  Pramu tamu 2 orang

5. Jaringan 1 orang

6.  Sopir pimpinan 1 orang

7. Sopir 5 orang

8. 1 GCS 18 orang

9.  Kebun 10 orang

10. Satpam 22 orang

11. Waker 1 orang

12.  Loper 1 orang

13. Pemangku 1 orang




ASET DAN EKUITAS

Uraian

Jumlah

2018

Aset

Aset Lancar

Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Piutang Retribusi

Piutang lain — lain

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang lain-lain
Persediaan

Jumlah

Aset Tetap

ITanah

Peralatan dan Mesin
IAkumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Peny.Aset tetap lainnya

Jumlah

Aset Lain-lain

IAset kondisi rusak berat
Akumulasi Penyusutan lain-lain
Aset Tak Berwujud
Akumulasi Amortisasi ATB
Jumlah

Jumlah Aset

Kewajiban

Kewajiban Jk Pendek
Utang PFK

Pendapatan diterima dimuka  ( Uang
Persediaan)

Utang Pegawai

Utang Belanja

Jumlah

EKUITAS

Ekuitas

Jumlah Ekuitas

Jumlah Kew. & Ekuitas

288.325.315,00

470.945.489,00

7.916.178,00

(288.325.315,00)

(470.945.489,00)

(7.916.178,00 )

92.349.500,00

133.643.000,00

92.349.500,00

133.643.000,00

7.638.466.212,68

(5.758.348.100,00)

18.495.000,00

(16.519.250,00)

6.871.400.962,68

(5.305.435.502,00)

18.495.000,00

(13.468.250,00)

1.882.093.862,68

1.570.992.210,68

184.654.750,00

(170.921.423,00)
531.560.000,00

(237.376.666,00 )

279.183.334,00

307.916.661,00

279.183.334,00

2.282.360.023,68 1.983.818.544,68
255.203.000 304.387.200,00
180.150,00 127.380,00

255.383.510,00 304.514.580,00

2.026.976.513,68

1.679.303.964,68

2.026.976.513,68

1.679.303.964,68

2.282.360.023,68

1.983.818.544,68
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ll.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan
Perangkat Daerah

/_-

Lemahnya koordinasi antar OPD

Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin.

e o o

Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey

pelayanan publik ( SKM ).

/_-

Tingginya minat investasi berpeluang terhadap peningkatan kuantitas pengurusan ijin.

Penyerahan kewenangan penanaman modal.
Ditetapkannya Perda RTRW.

Pelayanan penanaman modal online.

B o o
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II.5. Program Inovasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP menciptakan produk inovasi untuk kemudahan

pelayanan kepada masyarat.Adapun produk inovasi tersebut yaitu :

Layanan One Day Service

(ODS)

» Keputusan Walikota Denpasar 188.45/282/HK/2016
yang merupakan revisi Keputusan \Walikota
Denpasar Nomor 188.45/255/HK/2011 tentang
Pelaksanaan Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi.

« Pelayanan Perijinan 1 (Satu) Hari Jadi diberikan
untuk :

1. SIUP dan TDP perorangan dengan neraca
awal perusahaan diatas Rp. 50.000.000
sampai dengan Rp. 100.000.000.

2. SIKTTK (Surat ljin Kerja Tenaga Teknis
Kefarmasian)

3. SIKP (Surat ljin Kerja Perawat)

4. SIKPG (Surat ljin Kerja Perawat Gigi)

5. SIRO (Surat ljin Kerja Refraksionis optisen)
6. SIPR Insidentil & Legalisir ljin

Pelayanan Perijinan Keliling
(Mobile Service)

+ Keputusan Walikota Denpasar Nomor

188.45/929/HK/2016 tentang
Pelaksanaan  Pelayanan  Perijinan
Keliling
+ Merupakan revisi dari Keputusan
Walikota Denpasar Nomor
188.45/45/HK/2012 tentang

Pelaksanaan  Pelayanan  Perijinan
Keliling (Mobile Service)

+ Layanan Three In One: Layanan Front
Office, Layanan ODS dan Perijinan
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SMS Gateway

* Memberikan informasi Cek Status, Pemberitahuan ijin telah terbit
serta info biaya yang dikenakan dan Pemberitahuan ijin yang ditolak
melalui Media SMS

ljin cs0.1310005896

09:34

No CS0.1310005896=ljin Parsial,
Status: IMB ditangguhkan

09:34

Ijin ¢s0.1401000223
EDEN 0517

No CS0.1401000223=ljin Parsial,
Status: SIKTTK terbit

0318

0 <3 Type text message >

€ Detail ljin
Data Pemohon - CS0.1508005226

No. Registrasi
€S0.1508005226
Nama Pemohon
Yustianti, SE
ﬁ Data Pemohon - C50.1001000001 Nama Pemohon

» . ; JI. Padang Indah | No. 11, Padangsambian Klod,
Denpasar Barat

No Registrasi : CS0.1001000001

; T Py
Nama Pemchon : Goenadi Santosa anggal Permohonan

Alamat : Jl. Soka Gang VI No. 12 B, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur. ZiMa 2015
Telp: - Perijinan
Pekerjaan : Wiraswasta 35 Paket SIUP dan TDP PO (Surat Pernyataan Lokasi
Tanggal Permohonan : 04 Januari 2010 @ Usaha )
No. 1
Jenis Perijinan : Perubahan Fungsi Ijin Mendirikan Bangunan ) Data ljin
Lokasi : . By Pass 1 Gusti Ngurah Rai No. 225X, Sesetan, Denpasar Selatan Pro-Denpasar- Portal Denpasar Jenis Perijinan
Kelurahan : Sesetan Tanda Daftar Perusahaan (TDP PO)
Kecamatan : -
Fungsi/lenis Usaha : Kantor, Show Room Barang-barang kerajinan, Produk Garment, Gudang dan Tempat No. Registrasi
Keria 18cB.1500228
Nama Usaha : - Nomor ljin
Retribusi : 475.549,00 22. 01157
Keterangan Status :
Updating

dan Posisi Berkas

Keterangan : Permohonan anda telah melalui tahap Digi tasi

Info DBD
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S +« Sebagai kontrol sosial dala_m per_welenggaraan pemerinta_h ma_ka
Pengelolaan pengaduan masyarakat perlu ditangani secara cepat, tepat, efektif, efisien
Pengaduan dan dapat dipertanggungjawabkan
ISEIEVELED]

Perijinan * Terintegrasi dengan ProDenpasar+

Nama Pelagor

Alamat - No Telp Asal Pengaduan

Perijinan Online

Ch SIPON (Sistem Informasi Perijinan Online)

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

me Login/Pendaftaran Panduan/Bantuan

Login/Pendaftaran Panduan/Bantuan

Sistem keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi ljin Mendirikan

Bangunan, ljin Gangguan dan ljin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

n Denda, Keringanan &LPiutang

37



Sistem Informasi Pencatatan Transaksi Accrual Basis

() Sistem Pencatatan Transaksi ; 1) Sistem Pencatatan Transaksi
(% Bl SO e e Bl ota Depar
VA ottt fopetn hokian 395 ] : n gt
T (s onTonse P
Fi Update Fitw Parcaran
Tl W Fits Taoggl §75 i HL
ot o nbayn T
500 i b

Nomer: 01 UDISEERTU2017 | Tanggl: 20178241 o Uk

LI01300004120214 _Rerbusi Pelaranan Kesehatan
LII300004120301  Revbusi i hendoan arguan
Rt [ angat Pryran N
Saabohel

101300412002

L201300004120303 _ Rerbusi i Ganggan/ Keramaan
L0300004120322  Revbui i dn U

Retrusi ety aeya (SP,SUP M 1,
09

LA100412023

bl

Copp TN e L e
Gty o o D o o Do
Tl ), 1 17 e )t

Kbl v gt

Sertifikasi ISO
9001 : 2015
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Three In One
Mobile Service

/
/
I/ Layanan (pqld.a Pelaya.m.an
! Satu Hari Perijinan Keliling)
| Jadi
k (One Day
\ Service)
\\
v' Pemberian Informasi dan
o Penerimaan Berkas
y SMS .
/ v Layanan One Day Service
I Gateway
l1L & Sictem v" Layanan SIPON
\ Tracking Informasi
v, System Perijinan
Ssa Online

(SIPON)
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Sistem Aplikasi

Perijinan dengan
Tanda Tangan Digital

Sistem Pelayanan ini dapat diakses secara online oleh masyarakat
melalui alamat hitp://pelayanan.denpasarkota.qo.id. Untuk Tahap
Awal jenis perijinan yang dilayani adalah perijinan sektor kesehatan
dengan jenis ijin berupa Surat ljin Prakfik Perawat. Kemudian dikuti
oleh Surat ljin Praktik Bidan, Surat ljin Praktis Fisioterapis, Surat ljin
Praktik Elekiromedik, dan Surat ljin Terapis Gigi dan Mulut. Total ada
5 jenin ijin sektor kesehatan. Jenis Pelayanan ini sudah dilaksanakan
mulai awal Juni 2018 dan sampai saat ini (17 Sept 2018) telah
diterbitkan sebanyak 150 ijin bertandatangan digital.

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
AR  DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
; SATUPINTU
(GRAHA SEWARA DHARMA, UL MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR
TELP, (0361) 426610, 400620, P (861 416075 )
Websie : bt/ peiinan denpasarkotagod. emal periinan@denpasarioa go.d

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR
NOMOR 931 TAHUN 2018

" TENTANG

W
.....

PELAKSANAAN PELAYANAN GAMBAR ARSITEKTUR GRATIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATUPINTU
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SELAMAT DATANG DI

Sistem Informasi Potensi Investasi (SIPOIN)

Sistem ini digunakan untuk mengetahui potensi

— investasi dengan melakukan pendataan dan

s ~ ~
— SO pemetaan terhadap usaha mikro kecil dan

non domestik i
dplinnya) baik dalam Jangka pendek atau jangka panjang

Investor agalah rorangan atau

menengah di Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
‘GRANA SEWAKA DHARIA, JL MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR
TELP. (0361) 428610, 430620, Fax : (0361) 416075

Website

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR

NOMOR 291 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENDATAAN DAN PEMETAAN USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan usaha mikro kecil dan
menengzh dipandang perlu untuk mengadakan pendataan dan
pemetaan di Kota Denpasar;

bahwa dalam upaya pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud
huruf a untuk mengetahui perkembangan dari usaha mikro kecil dan
menengah terkait potensi dan investasi penanaman modal sehingga
perlu membentuk Tim Pendataan dan Pemetaan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah di Kota Denpasar
bahwa berdasarkan ~pertimbangan ~sebagaimana dimaksud pada

huruf @ dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas




BAB Il

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

lil.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 3.1
Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Daerah
No i Masalah Akar Masalah
Pokok
(1) (2) (3) (4)

1 | Kepuasan
Masyarakat

Belum maksimalnya hasil sur-
vey kepuasan masyarakat

Adanya keengganan masyarakat dalam
memberikan penilaian yang obyektif
dalam survey pelayanan publik ( SKM ).

2 | Peningkatan
investasi

Belum optimalnya penyeleng-
garaan investasi di Kota
Denpasar

Peta potensi investasi belum ada

Regulagi / kebijakan investasi, pela-
yanan perijinan dan non perijinan belum
optimal

Penyelenggaran pelayanan perijinan dan
non perijinan belum optimal

Pemantauan investasi belum optimal

lll.2. Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan

PTSP mengacu pada visi pembangunan Kota Denpasar dan misi pembangunan yang

ketiga : “Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik

( Good Governance ) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum ( Law Enforcement )”

dan misi pembangunan yang keempat : “ Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Kota Denpasar Dengan Bertumpu Pada Ekonomi Kerakyatan.

Dalam mewujudkan misi pembangunan tersebut maka yang menjadi prioritas yai-

tu :Kepuasan masyarakat dan peningkatan investasi .Dengan dilakukan perbaikan

terhadap permasalahan tersebut diharapkan dapat mendukung visi dan misi kepala

daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

42




lll.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Pemetaan permasalahan berdampak langsung terhadap sasaran
strategis yang sudah ditetapkan dalam Renstra .Adapun sasaran strategis yang
ditetapkan antara lain :
1. Meningkatnya kepuasan masyarakat

2. Meningkatnya jumlah investasi di Kota Denpasar

Upaya —upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan permasalahan tersebut yaitu :
. Menciptakan produk inovasi untuk kemudahan pelayanan perijinan
. Lebih intensif melakukan pembinaan terhadap pelanggaran ijin investasi
. Melakukan sosialisasi penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada
masyarakat dan dunia usaha
. Menyusun kajian kebijakan penanaman modal
. Melakukan evaluasi Rencana umum penanaman modal
. Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan dunia usaha
. Melakukan promosi penanaman modal
Dengan adanya upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan sasaran strategis yang

sudah ditetapkan dapat tercapai.

lll.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Denpasar belum memiliki Rencana detail tata ruang ( RDTR ) sehingga untuk
penentuan fungsi kawasan maupun zonasi tidak dapat dilaksanakan dan merupakan
salah satu persyaratan permohonan ijin mendirikan bangunan ( IMB ) . RDTR merupakan
dasar untuk menetapkan SKRK ( Surat Keterangan Rencana Kota ) yang merupakan
salah satu persyaratan di dalam mengajukan permohonan IMB ke Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Kota Denpasar.Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka RDTR /
peraturan zonasi harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar dari RDTR /
peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah vyaitu adanya Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
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lll.5. Penentuan Isu - IsuStrategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman
modal,perijinan dan non perijinan kepada masyakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu
strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah
Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar merupakan
pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah
Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat
serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar :

1. Belum maksimalnya hasil survey kepuasan masyarakat
2. Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota
Denpasar

lll.5.1.Analisis Lingkungan Internal-Eksternal ( SWOT )

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang penanaman
modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.
Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya -
upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia
usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan,
tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam

melaksanakan fungsi pelayanan antara lain :




BENe o o

Adanya menanaman Modal dan PTSP Kota
Denpasar

Pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan berbasis IT

Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasionalkan peralatan IT.
Terciptanya produk inovasi

Sistem Pelayanan Perijinan Online
Online Single Submission ( OSS )

Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar
sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.

Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal serta keterbatasan
tenaga teknis yang mampu melakukan penilaian teknis terhadap bangunan dan usaha yang
diajukan oleh pemohon.

Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
Keterbatasan anggaran.

e o o

Lemahnya koordinasi antar OPD
Ketidaksesuaian regulasi pusat dengan regulasi daerah.
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan ijin.

Adanya keengganan masyarakat dalam memberikan penilaian yang obyektif dalam survey
pelayanan publik ( SKM ).

B o o

Tingginya minat investasi berpeluang terhadap peningkatan kuantitas pengurusan ijin.
Penyerahan kewenangan penanaman modal.

Ditetapkannya Perda RTRW.

Pelayanan penanaman modal online.
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Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas

maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi diversifikasi

konsentris, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Dinas Penanaman Modal

dan PTSP masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi Diversifikasi Konsentris, adalah strategi dengan meningkatkan

kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan

gambaran asumsi sebagai berikut :

A.

Dengan adanya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) diharapkan semua proses
pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentu-
an yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP
dapat memperlancar proses penerbitan ijin

Memanfaatkan Teknologi Informasi dapat membantu mempercepat proses pen-
erbitan ijin, mempermudah koordinasi dengan instansi terkait dan juga mempermu-
dah interaksi dengan pemohon / masyarakat.

Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional yang
terampil dalam mengoperasionalkan peralatan IT, mobilitas teknologi informasi
serta regulasi perijinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan
pelayanan publik.

Terciptanya produk inovasi setiap tahun diharapkan dapat mempermudah proses
pelayanan penanaman modal,perijinan dan non perijinan, memberikan kemudahan
kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang
diperolehnya dan untuk memberikan semua informasi tentang pelayanan
penanaman modal,perijinan dan non perijinan sehingga nantinya dapat
meningkatkan pelayanan kepada publik

Online Single Submissiaon ( OSS ) merupakan upaya pemerintah dalam
menyederhanakan perijinan dan menciptakan model pelayanan perijinan yang
terintegrasi yang cepat dan murah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di seluruh Indonesia
Dengan terciptanya sistem pelayanan perijinan online diharapkan memberikan
kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan
jin sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada

masyarakat dan pelaku usaha

1N
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

IV. 1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Denpasar merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang
penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah Kota Denpasar guna mendukung pencapaian Visi pembangunan Kota Denpasar
Tahun 2016-2021 : “ Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan

(13

Menuju Keharmonisan penjabaran lebih konkrit untuk mendukung visi
pembangunan dituangkan dalam misi pembangunan Kota Denpasar Tahun 2016-2021
sebagai berikut :

1. Memperkuat Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kebudayaan Bali.

2. Pemberdayaan Masyarakat Kota Denpasar berlandasakan Kearifan Lokal.

3 Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik
( Good Governance ) berdasarkan Penegakan Supremasi Hukum ( Law
Enforcement ).

4. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Kota Denpasar Dengan Bertumpu
Pada Ekonomi Kerakyatan.

5 Penguatan Keseimbangan Pembangunan pada Berbagai Dimensi dan Skalanya

berdasarkan Tri Hita Karana.
Mengacu pada misi 3 dan misi 4, maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran, sebagai upaya untuk mendukung

tercapainya visi pembangunan Pemerintah Kota Denpasar.
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BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V. 1.Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah lima tahun mendatang dapat dilihat pada table

berikut :.
Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan
VISI Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan
MISI Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
MISI3 : 1. Peningkatan | I. Meningkatnya Pelaksanaan monitoring dan evaluasi | ®  Pelayanan pena-
kepuasan kepuasarli survey kepuasan masyarakat naman modal,
Peningkatan masyarakat fasyaraat Penanganan pengaduan masyarakat perijinan dan
Pelayanan Publik tepat waktu non perijinan
Melalui Tata Pemeliharaan sistem manajemen mutu berlandaskan
Kelola dan surveillance audit sertifikasi ISO Sewaka Dharma
Kepemerintahan Pengembangan sistem pelayanan
Yang Baik penanaman modal, perijinan dan non
( Good perijinan dengan memanfaatkan
Governance ) teknologi informasi
berdasarkan Pelaksanaan pelayanan perijinan
Penegakan keliling di setiap kecamatan yang ada
Supremasi di Kota Denpasar
Hukum ( Law Pelaksanaan pameran penyebarluasan
Enforcement ) informasi perijinan
MIST 4 : 2. Peningkatan | 2. Meningkatnya Pelaksanaan pameran investasi di luar [ ®  Investasi yang
investasi di jumlah investasi daerah berkualitas
. Ko g Kot Pelaksanaan semiloka dan workshop
Peningkatan Denpasar Denpasar
penanaman modal
Ketahanan
K Penyusunan produk hukum pena-
Ekonomi naman modal

Masyarakat Kota
Denpasar Dengan
Bertumpu Pada
Ekonomi
Kerakyatan.

Meningkatkan efektivitas pemantauan
dan pengawasan terhadap pelanggaran
peraturan penanaman modal, perijinan
dan non perijinan

Meningkatkan efektivitas pembinaan
terhadap pelanggaran peraturan
penanaman modal, perijinan dan non
perijinan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah
disampaikan pada bab sebelumnya.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit
kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu
program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua sumber daya tersebut sebagai masukan
( input ) untuk menghasilkan keluaran ( out put ) dalam bentuk barang/jasa.
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Pada bagian ini

dikemukakan indikator Kinerja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kondisi
Kinerja Kondisi
pada awal TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kinerj a
I(\)I INDIKATOR periode pada akhir
RPJMD periode
2015 2017 2018 2019 2020 2021 RPIMD
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) C)
1 Persepsi masyarakat ter- - Nilai 75 Nilai 77 Nilai 79 Nilai 80 Nilai Nilai 80
hadap kualitas pelayanan 80
perijinan dan penanaman
modal ( Survey Kepuasan
Masyarakat
< Persentase peningkatan Pening- Peningkatan Pening- Peningkatan | Peningkatan Pen- Peningkatan
jumlah investasi di Kota katan 2% katan 2 % 2% 2% ingkat 10 %
Denpasar 18,39 an 2
%
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BAB ViI
PENUTUP

BT YNT aNNRR

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2016-
2021 merupakan dokumen resmi untuk mengawali
kegiatan dalam memberikan pelayanan secara langsung
kepada masyarakat kearah yang lebih baik.

Rencana strategis diharapkan dijadikan acuan
dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar yang dapat diukur dan dipergunakan
sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan.

Semoga dengan Rencana strategis ini, upaya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Denpasar dapat lebih terarah, terukur dan dapat
memberikan pelayanan penanaman modal, perijinan dan
non perijinan sesuai dengan harapan masyarakat.
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Graha Sewaka Dharma, JI. Majapahit, Lumintang Denpasar, Bali
Phone : (0361) 428610, 430820. Fax (0361) 416075
email : perijinan@denpasarkota.go.id
http://perijinan.denpasarkota.go.id



